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ABSTRAK 

 

Nama :  Muhammad Fiqri Amanu 

NIM :  202110110311055 

   Judul  :  Reformulasi Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) Terkait Bedah Mayat Forensik 

   Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H. 

  Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H. 

Pelaksanaan autopsi forensik memiliki peran penting dalam pembuktian 

perkara pidana, khususnya dalam mengungkap penyebab kematian yang tidak wajar. 

Namun, ketentuan Pasal 134 KUHAP yang mengatur pelaksanaan bedah mayat dengan 

keharusan pemberitahuan dan penjelasan kepada keluarga korban, sering kali 

memunculkan hambatan dalam praktik, terutama saat terjadi penolakan dari pihak 

keluarga. Hal ini menimbulkan konflik norma dengan Pasal 222 KUHP yang justru 

mengancam pidana terhadap siapa pun yang menghalangi proses autopsi. Selain itu, 

ketidakharmonisan juga terlihat pada ketentuan Pasal 157 UU Kesehatan Tahun 2023 

dan Pasal 283 KUHP Nasional Tahun 2023 yang memperbolehkan pengecualian 

autopsi atas dasar keyakinan, sehingga menciptakan ruang multitafsir dan 

ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam 

kelemahan normatif Pasal 134 KUHAP serta menawarkan formulasi aturan baru yang 

mampu mengakomodasi kebutuhan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-

undangan, doktrin, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan 

yang ada belum memadai dalam menjamin pelaksanaan autopsi sebagai alat bukti yang 

sah, terutama ketika terdapat keberatan dari keluarga. Oleh karena itu, diperlukan 

reformulasi Pasal 134 KUHAP dengan menekankan kewajiban negara dalam proses 

penegakan hukum melalui autopsi forensik, sekaligus memberikan ruang terbatas 

terhadap penolakan yang didasarkan pada alasan tertentu yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Reformulasi ini diharapkan dapat 

menyelaraskan kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia 

dalam sistem peradilan pidana. 

 

Kata Kunci : Reformulasi, KUHAP, Bedah Mayat Forensik, Pembuktian Pidana 
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ABSTRACT 

 

Name :  Muhammad Fiqri Amanu 

NIM :  202110110311055 

   Title  : Reformulation of Article 134 of the Criminal Procedure Code 

(KUHAP) Regarding Forensic Autopsy 

   Advisors : Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H. 

  Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H. 

The implementation of forensic autopsy plays a vital role in criminal case 

investigations, particularly in uncovering the cause of unnatural deaths. However, 

Article 134 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), which requires 

notification and explanation to the victim's family before conducting an autopsy, often 

creates practical obstacles—especially when the family refuses consent. This leads to 

a normative conflict with Article 222 of the Indonesian Penal Code (KUHP), which 

imposes criminal sanctions on anyone who obstructs the autopsy process. 

Furthermore, disharmony also arises from Article 157 of the 2023 Health Law and 

Article 283 of the 2023 National Penal Code, which allow exceptions to autopsy based 

on personal beliefs, thereby creating interpretive ambiguity and legal uncertainty. This 

study aims to critically examine the normative weaknesses in Article 134 of KUHAP 

and to propose a reformed legal formulation that accommodates the need for legal 

certainty and justice. The research adopts a normative juridical approach by analyzing 

statutory regulations, legal doctrines, and theoretical concepts. The findings reveal 

that the current legal framework is inadequate to ensure the validity of forensic 

autopsies as legal evidence, especially when family objections occur. Therefore, 

reformulation of Article 134 of KUHAP is necessary to reinforce the state's obligation 

in criminal law enforcement through forensic autopsy, while still providing limited 

exceptions based on legally accountable reasons. This reform is expected to harmonize 

the interests of legal enforcement and the protection of human rights within the 

criminal justice system. 

Keywords : Reformulation, KUHAP, Forensic Autopsy, Criminal Evidence. 
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